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ABSTRAK : - Bahwa dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam
kegiatan kepabeanan, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap
ketentuan mengenai registrasi untuk mendapatkan nomor identitas pengguna jasa
dalam rangka akses kepabeanan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6A
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah
dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres Rl 56/P Tahun
2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Pengguna Jasa wajib
melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Registrasi
Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian
administrasi atas permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3. Terhadap permohonan untuk melakukan Registrasi
Kepabeanan, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerima
atau menolak permohonan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya
dokumen dan/atau data pendukung secara lengkap dan jelas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1). Dalam hal permohonan untuk melakukan Registrasi Kepabeanan
diterima, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan NIK
kepada Pengguna Jasa. NIK yang diterbitkan untuk Pengguna Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digunakan sebagai identitas untuk akses kepabeanan
dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa tersebut. Pengguna Jasa yang
bertindak sebagai Importir dan belum mendapat NIK, dapat dilayani pemenuhan
kewajiban pabeannya hanya untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pabean Impor setelah
mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean. Untuk kepentingan pengawasan,
Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian terhadap Pengguna Jasa yang telah
mendapat NIK.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

1. Permenkeu Rl 124/PMK.04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl
220/PMK.04/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf (d) Permenkeu
RI 65/PMK.04/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

3. Kata "registrasi" yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dalam Permenkeu RI 65/PMK.04/2007, harus
dibaca "pendaftaran".

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Maret 2011.


https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2007/65~PMK.04~2007Per.htm
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